
 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2010                       NOMOR 8 

 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang 
 

: a. bahwa Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah 
adalah Bank Daerah milik Bank Kalimantan Selatan 
yang sistem pengelolaannya didasarkan pada 
norma-norma hukum Islam, sehingga sangat cocok 
bagi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang 
mayoritas muslim, maka agar bank ini dapat terus 
dikembangkan permodalannya, sehingga mampu 
menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan 
meraih laba yang dapat memberikan deviden 

SSAALLIINNAANN  
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kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah,  
perlu melakukan penyertaan modal;  

 
b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, penyertaan modal 
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk 
Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2010, tanggal 
10 Juni 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Dalam Kurun 
Waktu Tahun Anggaran 2010 – 2012, dapat 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah 
dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana 
yang ditetapkan;  

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di 
atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Unit 
Usaha Syariah Tahun Anggaran 2010;   

 
Mengingat : 

 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

 
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor  16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 
Seri D Nomor 38); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2008 Nomor 14 ); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 


